
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abu Samah, Ali Bi Embi, Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia, 

(Pekanbaru : 2016) 

 

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-VII 

 

Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : PT. Bumi 

Aksara, 2008), Cet. Ke-3 

 

C.S.T Kansil, Chirstine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum 

Administrasi Daerah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) 

 

C.S.T. Kansil,  Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2008)  

 

Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai 

Instrumen Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 

Ke-1 

 

HAW. Widjaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 

 

______ , Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002) 

 

J. Kolah, Mencari Bentuk Otonomi Daerah “Suatu Solusi dalam Menjawab 

Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global”, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 

2002) 

 

Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, (Yogyakarta: 

PolGov, 2013), Cet. Ke-I 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung : 

Alfabeta, 2016) 

 

Suratman, Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabet, 2014), 

Cet. Ke-II 

 

Syaukani, Afan Gafar, Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 

 

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-I 



 

 

 

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Kepenghuluan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

 

Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 

 

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 

954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor 

01/SKB/M.PPN/12/217 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan 

Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan  

 

 

Mardiasmo, Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian 

Daerah, Artikel – Th. I – No. 4 – Juni 2002 

 

Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Politik Profetik, Vol. 1, No.1, 2013 

 

http://www.staging.point.com/read/2017/12/16/12059/Dana.Desa.Untuk.Proyek.P

adat.Karya.Tahun.2018 

 

http://labuhantanggakecil.blogspot.com/2015/12/labuhan-tangga-kecil.html?m=1 

 

 

 

 

 

http://www.staging.point.com/read/2017/12/16/12059/Dana.Desa.Untuk.Proyek.Padat.Karya.Tahun.2018
http://www.staging.point.com/read/2017/12/16/12059/Dana.Desa.Untuk.Proyek.Padat.Karya.Tahun.2018
http://labuhantanggakecil.blogspot.com/2015/12/labuhan-tangga-kecil.html?m=1

